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ABSTRACT 
The delay of audit report being able to mislead stakeholders, especially investors in taking decision is the 

main issue of the research. The research objective is to prove empirically contribution of good corporate 
governance mechanism to decrease the audit delay. Banking companies listed in Indonesia stock exchange within 
2011-2013 are the samples of the research. Multiple regressionanalysis, preceded by classical assumption test is 
used as analysis tool in the research. The research findings partially showed that managerial and institutional 
ownership did not affect to audit delay, while proportion of independent commissionairy boards significantly 
affected to audit delay. Nevertheless, simultaneously managerial andinstitutional ownership as well as proportion 
of independent commissionary boards and the number of audit committee significantly affected to audit delay.  
Keywords:Good Corporate Governance; Audit Delay; Banking; 

 
ABSTRAK 

Masalah utama penelitian ini adalah keterlambatan laporan audit yang dapat menyesatkan pemangku 
kepentingan, terutama investor dalam mengambil keputusan. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti 
empiris bahwa mekanisme good corporate governance memberikan kontribusi  untuk mengurangi keterlambatan 
laporan audit. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 
periode 2011-2013. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang 
didahului dengan uji asumsi klasik. Temuan dalam penelitian ini  secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajerial dan institusional tidak mempengaruhi keterlambatan laporan audit, sementara proporsi dewan 
komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan audit. Namun demikian, secara 
simultan kepemilikan manajerial dan institusional serta proporsi dewan komisaris independen dan jumlah komite 
audit secara signifikan mempengaruhi keterlambatan laporan audit. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance; Keterlambatan Laporan Audit; Bank; 
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PENDAHULUAN 
Bapepam-LK telah menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di pasar modal. 

Kasus-kasus tersebut dijadikan isu utama dalam penelitian ini. Salah satu contoh kasus tersebut 
adalah penyajian laporan keuangan kaitannya dengan keterbukaan emiten dan perusahaan 
publik. Pada tahun 2011 sanksi denda telah diberikan kepada 116 emiten akibat pelanggaran 
dalam penyajian laporan keuangan (data dari Bursa Efek Indonesia). Penetapan regulasi belum 
memberikan efek jera bagi perusahaan publik atau para emiten, hal ini terlihat pada tahun 2012 
masih terjadinya kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sesuai dengan data dari 
Bursa Efek Indonesia sebanyak 74 emiten terkena sanksi tersebut sehingga denda yang 
terkumpul mencapai 5,49 Miliyar Rupiah. 

Oleh karena itu pemerintah semakin memperketat regulasi, seperti Keputusan Ketua 
Bapepam-LK Nomor 431/BL/2012, Peraturan BI Nomor 14/14/PBI/2012 dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 
Bank. Dengan adanya regulasi tersebut, para emiten atau perusahaan publik akan 
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu bahkan kurang dari waktu yang 
ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya sanksi administrasi dan suspensi 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  

Surat Keputusan Ketua Bapepam-LKtentang penyampaian laporan tahunan emiten atau 
perusahaan publik bernomor 431/BL/2012 menyebutkan bahwa, menyampaikan laporan 
tahunan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan paling lama empat bulan setelah tahun buku 
berakhir wajib dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik. Berikut ini adalah laporan 
tahunan yang wajib dimuat, antara lain: ikhtisar data keuangan penting, laporan Dewan 
Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola 
perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, 
dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan 
tahunan. 

Salah satu syarat wajib dari laporan tahunan tersebut adalah laporan keuangan tahunan 
yang telah diaudit. Padahal proses pembuatan laporan audit yang dilakukan oleh auditor 
eksternal membutuhkan waktu yang cukup panjang agar bukti kompeten ditemukan. Hal inilah 
yang dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyampaian laporan audit atau 
auditdelay(AD). 

Lawrence dan Barry (1998) mendefinisikan AD adalah waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, pengukurannya didasarkan pada 
lamanya waktu pekerjaan auditor, terhitung dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga 
disajikannya laporan audit tahunan. Semakin auditor membutuhkan waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka AD pun akan semakin panjang, begitu pula 
sebaliknya semakin cepat auditor membutuhakan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 
auditnya, maka AD pun akan semakin singkat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi panjang 
dan singkatnya AD. 

Namun demikian, beberapa penelitian menemukan bukti bahwa AD dapat dibatasi oleh 
good corporate governance (GCG) (Ismail, 2012).Mekanisme GCG merupakan suatu aturan 
main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak 
yang melakukan kontrol di mana selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap keputusan 
tersebut. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem 
governance dalam sebuah organisasi (Walsh dan Schward, 1990 dalam Sabeni, 2005). 

Klasifikasi mekanisme GCG menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Fala 
(2007)dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu internal mechanisms dan external mechanisms. 
Cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal 
seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan 
komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan pertemuan dengan board of director 
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disebut internal mechanisms. Sedangkan cara untukmempengaruhi perusahaan selain dengan 
menggunakan mekanisme internal, sepertikepemilikian institusional, pengendalian oleh 
perusahaan dan pengendalian pasar disebut external mechanisms. 

Penelitian mengenai mekanisme GCG terhadap AD telah beberapa kali dilakukan, tetapi 
bukti empiris belum menunjukkan konsistensinya. Al Daoud (2015), dalam penelitiannya 
menemukan bukti bahwa struktur corporate governance yang bagus memainkan peran kunci 
dalam meningkatkan kualitas ketepatan waktu laporan keuangan. Kuslihaniati dan Hermanto 
(2016) membuktikan bahwa mayoritas dari variabel corporate governancetidak berpengaruh 
audit report lag. Apadore (2013) menemukan bukti bahwa corporate governance yang 
diwakili oleh ukuran komite berhubungan signifikan terhadap audit report lag, namun 
demikian independensi komite audit dan jumlah rapat komite audit tidak berhubungan 
signifikan terhadap audit report lag. 

Pengaruh karakteristik corporate governance terhadap audit report lag adalah penelitian 
yang dilakukan oleh Swami dan Latrini (2013), yang membuktikan bahwa kepemilikan 
manajerial dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag, sedangkan 
dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 
audit report lag. Adanya revisi aturan corporate governance yang diwakili oleh komite audit 
tidak menunjukkan adanya pengurangan terjadinya AD karena hanya nampak terjadi 
perubahan hanya sebesar 2,3% (Ismail, 2012).Nor (2010) menemukan bukti bahwa corporate 
governance yang diwakili oleh komite audit dan rapat komite audit menunjukkan bahwa 
komite audit yang aktif dan lebih besar dapat mempersingkat audit lag, tetapi independensi 
komite audit dan keahlian yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap audit lag. Penelitian pada 
area ini menarik untuk dikaji ulang agar memberikan gambaran teoritis yang lebih jelas perihal 
hubungan antara mekanisme GCGdan AD. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait 
mekanisme GCG dan AD sebagai berikut: 1) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh 
negatif terhadap AD?, 2) apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap AD?, 
3) apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap AD?, 4) apakah 
jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap AD?.  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai 
kontribusi mekanisme GCGuntuk mengurangi terjadinyaAD. Sedangkan secara khusus 
penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh negatif kepemilikan manajerial 
terhadap AD, 2) menganalisis pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap AD, 3) 
menganalisis pengaruh negatif proporsi dewan komisaris independen terhadap AD,4) 
menganalisis pengaruh negatif jumlah komite audit terhadap AD. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Kepatuhan(Compliance Theory) 

Sutinen dan Kuperan (1999) menjelaskan bahwa model pencegahan murni terhadap 
kepatuhan peraturan berfokus pada kepastian dan beratnya sanksi yang diberikan. Semakin 
berat sanksi yang diberikan maka individu ataupun organisasi akan semakin patuh terhadap 
peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan dapat dijadikan sebagai penilaian stakeholder 
terhadap perilaku bagi para emiten atau perusahaan publik dalam menyampaikan laporan 
keuangannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

Tuntutan kepatuhan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangantelah diatur 
dalam Surat Edaran Nomor 11/SEOJK.04/2014 mengenai kewajiban batas waktu penyampaian 
laporan keuangan. Walaupun saat ini OJK berperan mengawasi seluruh kegiatan pasar modal, 
perbankan, dan lembaga keuangan, namun peraturan yang telah ditetapkan BAPEPAM-LK dan 
BI masih tetap diberlakukan. Dilihat dari peraturan BAPEPAM-LK Nomor 431/BL/2012 pada 
lampiran peraturan Nomor X.K.6 menjelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib 
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menyampaikan laporan tahunan paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir. Sama 
halnya dengan peraturan yang telah ditetapkan BI Nomor 14/14/PBI/2012 dan OJK Nomor 
6/POJK.03/2015 mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. Kedua peraturan tersebut 
menjelaskan bahwa Bank wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan 
tahunan. Untuk menciptakan kepatuhan perusahaan dalam ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan, maka ditetapkannya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta NOMOR : 
Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi mengenai Peringatan 
Tertulis I, II, III, denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000, dan suspensi (pemberhentian 
sementara). Setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan, termasuk pihak yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai tindakannya. 

 
Mekanisme Good Corporate Governance 

Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan jumlah anggota 
komite audit merupakan salah satu bagian dari internal mechanismsGCGsedangkan 
kepemilikan institusional merupakan salah satu bagian dari external mechanismsGCG. 
Kepemilikan manajerial adalah keikutsertaan pihak manajemen dalam kepemilikan saham 
perusahaan, diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. 
Kepemilikan institusional merupakan keikutsertaan pihak institusi lain dalam kepemilikan 
saham perusahaan, seperti lembaga pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan 
investasi, dana pensiun dan institusi lainnya (Boediono, 2005). Kedua struktur kepemilikan 
tersebut merupakan mekanisme GCGutama yang membantu mengendalikan masalah keagenan 
(agency conflict) (Jensen dan Meckling, 1976). 
 
Audit Delay (AD) 

AD didefinisikan sebagai rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan 
keuangan tahunan, pengukurannya atas dasar lamanya waktu pekerjaan auditor dari tanggal 
tutup buku hingga disajikannya laporan audit tahunan (Lawrence dan Barry, 1998), begitu pula 
dengan Hossain dan Peter (1998) menjelaskan bahwa secara umum keterlambatan laporan 
audit dapat diketahui dari jarak waktu antara laporan keuangan perusahaan akhir tahun dengan 
tanggal diserahkannya laporan auditor. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor dalam 
menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka AD pun akan semakin panjang, begitu pula 
sebaliknya semakin cepat waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan 
auditnya, maka AD pun akan semakin singkat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi panjang 
dan pendeknya AD. 

 
Studi Literatur 

 Berikut ini adalah ikhtisar hasil penelitian terdahulu mengenai corporate governance dan 
AD: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
No Peneliti & 

Tahun Penelitian 
Sampel Yang 
Digunakan 

Hasil Penelitian 

1. Al Daoud et. al. 
(2015) 

112 Perusahaan 
Yordania 

Menemukan bukti bahwa struktur corporate 
governance yang bagus memainkan peran 
kunci dalam meningkatkan kualitas 
ketepatan waktu laporan keuangan 
 

2. Kuslihaniati dan 
Hermanto(2016) 

320 Laporan 
Tahunan 
Indonesia 

Membuktikan bahwa mayoritas variabel 
praktik corporate governance yang 
digunakan dalam penelitian tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap audit report 
lag. 
 

3. Apadore et. al. (2013) 180 Perusahaan 
Malaysia 

Menemukan bukti bahwa corporate 
governance yang diwakili oleh ukuran 
komite berhubungan signifikan terhadap 
audit report lag, namun demikian 
independensi komite audit dan jumlah rapat 
komite audit tidak berhubungan signifikan 
terhadap audit report lag. 
 

4. Swami dan 
Latrini(2013) 

90 Perusahaan 
Indonesia 

Membuktikan bahwa kepemilikan 
manajerial dan komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap audit report 
lag, sedangkan dewan komisaris independen 
dan kepemilikan institusional berpengaruh 
negatif signifikan terhadap audit report lag. 
 

5. Ismail et. al. (2012) 636 annual report 
di Malaysia 

Menemukan bukti, adanya revisi aturan 
corporate governance yang diwakili oleh 
komite audit tidak menunjukkan adanya 
pengurangan terjadinya AD karena hanya 
nampak terjadi perubahan sebesar 2,3%. 
 

6. Nor et. al. (2010) 628 annual report 
di Malaysia 

Menemukan bukti bahwa corporate 
governance yang diwakili oleh komite audit 
dan rapat komite audit menunjukkan bahwa 
komite audit yang aktif dan lebih besar dapat 
mempersingkat audit lag, tetapi 
independensi komite audit dan keahlian yang 
dimiliki tidak berpengaruh terhadap audit 
lag. 

 
Pengaruh Kepemilikan ManajerialTerhadapAudit Delay 

Kepemilikan manajerial dapat mensetarakan kepentingan pemegang saham dengan 
kepentingan manajemen perusahaan, karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk 
memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen 
akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut 
merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga 
ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Hal ini diharapkan dapat 
memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan pengawasan. Semakin bagus pengawasan 
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maka akan dapat mengurangi terjadinya AD. 

Berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka 
manajemen akan lebih giat untuk melakukan pengawasan sehingga dapat mengurangi 
terjadinya AD. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al Daoud 
(2015). Berdasarkan uraian dan bukti empiris tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah: 
H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap AD. 
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Pengaruh Kepemilikan InstitusionalTerhadapAudit Delay 
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses pengawasan secara efektif sehingga dapat mengurangi terjadinya AD. Hal ini 
dapat berarti bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin 
efektif sehingga dapat mengurangi terjadinya AD.Swami dan Latrini (2013) dan Cornett et. al. 
(2008) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan sangat 
efektif dalam mengurangi AD. Berdasarkan argumentasi dan bukti tersebut, maka hipotesis 
kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap AD. 
 
Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Audit Delay 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan yang berbadan 
hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 
dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah 
manajemen memenuhi tanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan 
pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2003). Dengan demikian, semakin besar proporsi 
dewan komisaris independen semakin bagus pengawasan perusahaan sehingga dapat 
mengurangi terjadinya AD. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Joened dan Damayanthi 
(2016) serta Swami dan Latrini (2013), yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen 
berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Oleh karena itu, maka hipotesis ketiga dalam 
penelitian ini adalah: 
H3 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap AD. 
 
Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap audit delay 

Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komite-komite yang 
dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah komite audit, yang memiliki 
tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam 
memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2005). Komite audit memiliki 
tanggungjawab pada tiga bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan 
pengawasan perusahaan. Menurut KNKG (2006), jumlah anggota komite audit harus 
disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam 
pengambilan keputusan. 

Semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh komite audit maka keterlambatan 
dalam penyajian laporan keuangan atau dalam hal ini AD akan semakin berkurang. 
Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian Joened dan Damayanthi (2016), Apadore et. al. 
(2013) dan Noret. al. (2010) yang menemukan bukti bahwa komite audit yang aktif dan lebih 
besar dapat memperpendek audit lag. Berdasarkan argumentasi dan dukungan hasil penelitian, 
maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah: 
H4 : Jumlah Anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap AD. 
 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian 

Seluruh perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) antara periode tahun 
2011-2013 dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini.Metode purposive sampling 
digunakan dalam pengambilan sampel, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 
representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel yang digunakan adalah 
sebagai berikut:perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2013, laporan 
keuangan yang diterbitkan menggunakan kurs rupiah, memiliki data yang lengkap terkait 
dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen dan jumlah anggota komite audit dijadikan sebagai variabel independen dalam 
penelitian ini.Kepemilikan manajerial merupakan keikutsertaan pihak manajemen dalam 
kepemilikan saham perusahaan, diukur dengan menggunakan dummy, skor 0 diberikan jika 
tidak memiliki kepemilikan manajerial dan skor 1 jika memiliki kepemilikan manajerial. 

Kepemilikan institusional merupakan keiikutsertaan pihak institusi lain dalam 
kepemilikan saham suatu perusahaan, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 
dana pensiun, dan lain-lain. Pengukuran kepemilikan institusional dengan perhitungan sebagai 
berikut: 

 

𝑵 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉	𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎	𝒚𝒂𝒏𝒈	𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊	𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊	
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎	𝒚𝒂𝒏𝒈	𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓

 

  
 Proporsi dewan komisaris independen merupakan rasio antara jumlah dewan komisaris 
independen dibandingkan dengan keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. 
Sedangkan jumlah anggota komite audit dihitung dari jumlah anggota komite audit yang 
dimiliki perusahaan dalam satu periode akuntansi. 
 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah AD. AD merupakan keterlambatan waktu 
penyampaian laporan keuangan yang disampaikan auditor eksternal kepada para emiten atau 
perusahaan publik. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala hari yang terhitung 
darijumlah hari yang berlalu dari periode penutupan akuntansi sampai tanggal laporan audit 
diterbitkan (Vuko dan Marko, 2014). 
 
Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan regresi linier berganda. 
Analisis deskriptif akan menjabarkan atau mendeskriptifkan hasil temuan sebagai jawaban atas 
masalah penelitian. Sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua 
atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.Terlebih dahulu dilakukan 
pengujian asumsi klasik, antara lain uji normalitas, uji multi kolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi sebelum melakukan analisis regresi 
bergandaGhozali(2009). Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah: 

 
AD = α + β1MNJL+ β2INST + β3PDKI + β4JAKA + e1 

 
Dimana AD adalah Audit delay, αadalah Konstanta, β1-β4 adalah Koefisien, MNJL 

adalah Jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah total saham   yang 
beredar, INST adalah Jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah total saham 
yang beredar, PDKI adalah proporsi dewan komisaris independen, JAKA adalah jumlah 
anggota komite audit 

Untuk memperoleh gambaran mengenai hubunganantara variabel independen dengan 
variabel dependen adalah tujuan dari uji hipotesis. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan 
menggunakan uji F dan uji statistik t. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam modelmempunyai pengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen. Uji statistik t berguna untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.(Ghozali, 
2009). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Fokus obyek penelitian pada perusahaan perbankan yang go public untuk periode 

pengamatan tahun 2011-2013. Sesuai dengan data yang tersaji dalam Indonesia Capital Market 
Directory,2014 terdapat 37 perusahaan perbankan yang terdaftar. Namun demikian, tidak 
semua perusahaan tersebut dijadikan sampel penelitian, sesuai dengan teknik pengambilan 
sampel, berikut ini adalah ringkasan sampel akhir penelitian: 

 
Tabel 2. Sampel Akhir Penelitian 

Keterangan  Jumlah 
Keseluruahan Jumlah Sampel (37 perbankan x tahun pengamatan (3)) 111 
Data perusahaan tidak lengkap (8 perbankan x 3 tahun pengamatan) (24) 
Outlier SPSS (6) 
Jumlah sampel akhir 81 

 
Tabel 3. Koefisien Determinasi 
Mode
l 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .612a .374 .341 12.617 1.735 
 
Hasil pengujian SPSS menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi diperoleh 

Adjusted R Square sebesar 0,341. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa besarnya 
variabilitas variabel AD mampu dijelaskan oleh variabel MNJL, INST, PDKI, dan JAKA 
sebesar 34,1%, sedangkan sisanya sebanyak 65,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian model pada tabel Uji F yang tersaji dalam 
appendiks menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 
0,005, artinya bahwa seluruh variabel (MNJL, INST, PDKI, JAKA) berpengaruh secara 
simultan terhadap AD. Sedangkan hasil pengujian secara parsial akan dijelaskan berikut ini. 

 
Tabel 4. Hasil Persamaan Regresi   

Model B Sig Keterangan 
Constant 74,390 0,000  
MNJL 1,046 0,785 H1 ditolak 
INST -2,569 0,726 H2 ditolak 
PDKI 34,553 0,065* H3 diterima 
JAKA -6,927 0,000*** H4 diterima 

 
Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Audit Delay 

Sesuai dengan tabel hasil persamaan regresi yang tersaji diatas, telihat bahwa hasil 
pengujian pengaruh kepemilikan manajerial terhadap AD diperoleh tingkat signifikansi sebesar 
0,785. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05 dengan demikian Ho diterima, artinya pengujian 
tidak dapat menerima hipotesis pertama. Sementara nilai B (koefisien regresi) bernilai positif 
sebesar 1,046. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 
kepemilikan manajerial terhadap AD.  

Temuan penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Swami dan Latrini (2013), yang 
membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap AD. Namun 
demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Daoud 
(2015). 
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Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay 
Data yang tersaji di tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengujian kepemilikan 

institusionalterhadap AD sebesar 0,726. Tingkat signifikansi tersebutlebih besar dari 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian H2 tidak diterima.Nilai koefisien regresi 
menunjukkan bernilai negatif sebesar -2.569. Penjelasan yang dapat disimpulkan sama halnya 
dengan hasil pengujian kempemilikan manajerial terhadap AD, yaitu kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh terhadap AD. 

Penelitian yang dilkukan oleh Puspitasari dan Sari (2012) mendukung hasil penelitian 
ini. Puspitasari dan Sari (2012) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap AD. Berbeda dengan penelitian dari Swami dan Latrini (2013) 
sertaCornett et al (2008) yang dapat membuktikan bahwa kepemilikan institusional yang 
efektif dapat berpengaruh terhadap AD dalam hal ini mengurangi terjadinya AD. 

 
Hasil Pengujian Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Audit Delay 

Hasil pengujian pengaruh proporsi dewan komisaris independenterhadap AD yang tersaji 
dalam appendiks diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,065.Tingkat signifikansi tersebut lebih 
kecil dari 0,10yang berarti bahwa pengujian mampu menerima H3. Tetapi koefisien regresi 
bernilai positif sebesar  34.553. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh 
antara proporsi dewan komisaris independen terhadap AD.  

 Bukti yang sama ditunjukkan oleh Joened dan Damayanthi (2016) serta Swami dan 
Latrini (2013), yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 
terhadap AD. Jadi semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin mengurangi 
terjadinya AD. Namun demikian, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari 
Wardhani (2013). 
 
Hasil Pengujian Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Audit Delay 

Pengujian terakhir mengenai jumlah anggota komite audit terhadap AD, sesuai dengan 
tabel yang tersaji dalam appendiks menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. 
Besaran tingkat signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi 
bernilai negatif sebesar -6.927. Artikan bahwa pengujian mampu menerima hipotesis keempat, 
yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota komite audit terhadap AD.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan harapan dan didukung oleh hasil penelitian 
Joened dan Damayanthi (2016), Apadore et. al. (2013) dan Noret. al. (2010). Berarti bahwa 
semakin besar jumlah anggota komite audit maka semakin efektif pengawasan yang dilakukan 
sehingga dapat mengurangi terjadinya AD. Tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan temuan 
penelitian dari Swami dan Latrini (2013), Wardhani (2013) serta Ningsih dan Widhiyani 
(2015), yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap AD. 
 
SIMPULAN 
Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap AD. Namun demikian, proporsi dewan 
komisaris dan jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap AD. Secara simultan 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan 
jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap AD. 
 
Keterbatasan 

Berikut ini adalah beberapa keterbatasan dari hasil penelitian, antara lain: nilai adjusted 
R square hanya sebesar 34,1%, tahun pengamatan hanya selama tiga tahun, obyek penelitian 
hanya perusahaan perbankan, dan pengukuran kepemilikan manajerial menggunakan dummy. 
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Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka saran untuk penelitian yang akan 
datang adalah: menambahkan variabel independen lain yang termasuk dalam mekanisme GCG 
baik internal mekanisme maupun eksternal mekanisme agar nilai adjusted R square meningkat. 
Memperpanjang tahun pengamatan, memilih obyek penelitian yang berbeda serta pengukuran 
kepemilikan manajerial sebaiknya menggunakan proporsi kepemilikan antara kepemilikan 
manajerial terhadap seluruh saham yang beredar. 
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